
BUPATI TANAH LAUT

PROVINSIKALIMANTANSELATAN

TENTANG

PENGGUNAANSURPLUSKASPADABADANLAYANANUMUMDAERAH
UNITPELAKSANATEKNISPUSKESMASDIKABUPATENTANAHLAUT

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANAHLAUT,

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan memberikan
manfaat bagi pengelolaan kas Badan Layanan Umum
Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Angsau,
UPT Puskesmas Bati-Bati, UPT Puskesmas Kurau, dan
UPT Puskesmas Tajau Pecah, dimana terdapat
pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan,
sehingga perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur
penggunaan surplus kas pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten
Tanah Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
di Kabupaten Tanah Laut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
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Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang NomOD9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20~9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 NOplor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan IPinjaman
pada Badan Layanan Umum (BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor74) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
42/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan
MenteriKeuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang
Pengelolaan Pinjaman pada Badan LayananUmum
(Berita Negara Republik Indonesia Taliun 2018
Nomor588);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

11. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laun Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor89 Tahun 2019
tentang PolaTata KelolaBadanLayananUmumDaerah
(BLUD)UPTPuskesmas Tajau Pecah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor89);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor90 Tahun 2019
tentang PolaTata KelolaBadanLayananUmumDaerah
(BLUD) UPT Puskesmas Kurau (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor90);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor91 Tahun 2019
tentang PolaTata KelolaBadanLayananUmumDaerah
(BLUD)UPT Puskesmas Bati-Bati (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor91);

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor92 Tahun 2019
tentang PolaTata KelolaBadanLayananUmumDaerah
(BLUD)UPT Puskesmas Angsau (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 92);



MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPENGGUNAANSURPLUSKAS
PADA BADANLAYANANUMUM DAERAHUNIT PELAKSANA
TEKNISPUSKESMASDI KABUPATENTANAHLAUT.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKADadalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan selanjutnya disebut UPT adalah
Pelayanan Kesehatan pada semua sarana pelayanan kesehatan milik
Pemerintah Kabupaten di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Laut.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Laut yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan Iatau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensidan produktivitas.

7. Pola PengelolaanKeuangan BLUDyang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana darr/atau manfaat lainnya
yang dapat meningkatkan kemampuan BLUDdalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

9. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana
keluar selama periode tertentu.

10. Likuiditas adalah kemampuan puskesmas untuk memenuhi kewajiban
atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancamya.

Menetapkan :

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
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BABII
POLAPENGELOLAANKEUANGANBLUD

Pasal2

Pasal5

Puskesmas dengan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan
anggaran termasuk menggunakan Surplus.

Pasal3

Mekanisme pelaksanaan anggaran Surplus pada puskesmas dengan PPK­
BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

Pasal4

BABIII
SURPLUS

(1) Puskesmas dengan PPK-BLUDdapat menggunakan Surplus anggaran
sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :
a. surplus yang diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan

dengan realisasi belanja puskesmas pada satu tahun anggaran;
danjatau

b. surplus yang diperoleh dari sisa kas akhir tahun anggaran.
(3) Puskesmas dengan PPK-BLUD dapat mengelola dan memanfaatkan

Surplus terhitung per 1 Januari pada tahun anggaran berikutnya (tahun
N+1) tanpa menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BABIV
PROSEDURPENGGUNAANSURPLUS

(1) Pendapatan Dana Kapitasi, non Kapitasi, dan lain-lain pendapatan BLUD
yang sah yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran
berkenaan, sisa Dana Kapitasi non kapitasi dan lain-lain pendapatan
BLUDyang sah dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi non Kapitasi dan lain-lain pendapatan
BLUDyang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya
hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan.

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi, non kapitasi dan lain-lain pendapatan
BLUDyang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana
jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan
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untuk jasa pelayanan.
(4) Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi, non Kapitasi dan lain-lain pendapatan

BLUD yang sah sebagaimana dimaksud harus dimasukkan dalam
rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Puskesmas dengan PPK-BLUDmelaporkan nilai Surplus yang diperoleh
per 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan kepada Bupati dan
BPKADuntuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada awal bulan
tahun anggaran berikutnya.

(6) Laporan nilai Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
rincian rencana penggunaan anggaran dan biayanya.

(7) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai;
b. belanja Barang dan Jasa;
c. belanja Modal;dan/ atau
d. investasi Jangka Pendek.

Pasal6

BABV
PELAPORANDANEVALUASI

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Surplus anggaran, dilakukan
pelaporan secara berkala setiap bulan dan/ atau sesuai kebutuhan oleh
BPKADdan Dinas Kesehatan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan Surplus anggaran dalam
membiayaiprogramdan kegiatan belanja.

(3) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Surplus anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PimpinanBLUDdan
Dinas Kesehatan.

Pasal 7

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 ~tA~~ S t()-vo
BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

H. DAHNIAL KIFLI

Diundangkan di Pelaihari

pada tanggal 24 ~ sfuS '2-070

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 11'2...


